
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Jasa Usaha; 

Re'c:ri'ousi Jasa Usaha; 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang 
nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber 
sumber pendapatan asli daerah guna mendukung 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian 
Daerah; 

b. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat diperoleh melalui pungutan Retribusi 
kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam 
kegiatan pembangunan. 

c. bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

TENT ANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

Menimbang: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR 7- TAHUN 2018 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

dan 
BUPATI KONAWE KEPULAUAN 

Dengan Persetujuan Bersama 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas UndangUndang nomor 23 
tahun 2014 ten tang pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 
Nomor 2 Tahun 2016 tentanz Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6); 

11.T T"'>----1-1~1- 
l'\..,f:,Cl.1.Cl. i,vp\,..,l......,.a..a..a.:1rr.. reme:ri.ntanan Daera"r1 \'i.k1ubhla.T.1 

Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1554); 

4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Konawe Kepulauan Ka bu paten Pembentukan 

1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 
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3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe 
Kepulauan; 

5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
lrnnPr~~i. rh1nH "9ens1un., persekutuan. perkumpulan. vavasan. 
orgarusasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap; 

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak 
Daerahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 

~ icetrmusi uaerah, yang seianjutnya disenut Retriousi, adaiau pu11gu.u:U1 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan; 
z. Pemermtan Daeran adaian Pemermtari Ka'oupa'[en Kuua.wc: n..c:1.iu'ia.ua..u, 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 

MEMUTUSKAN : 
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administratif berupa bunga dan/ atau denda; 
1 7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan 
retrinusr ctanj atau untuk tujuan lain daiam rangxa meiaK:sa11ciK.w1 

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah; 

Kepala Daerah; 
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang; 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang; 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
AnAlAh s11r~t untuk melakukan tazihan retribusi dan/atau sanksi 

<.J 

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 

11. W ajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi tertentu ; 

1? MAsA Petribuai adalah suatu [angka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
Cara iam ke .kas daeran meiaiui tempat pem'oayarari yaug ui'Luu.ju~ v'i.'fv'i_J. 
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Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah. 

Pasal 3 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Bagian Kesatu 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta. 
(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi: 

a. retribusi pemakaian kekayaan daerah; 
b. retribusi tempat pelelangan; 
c. retribusi terminal; 
d. retribusi tempat khusus parkir; 
e. retribusi rumah potong hewan; 
f. retribusi pelayanan kepelabuhan; 
g. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan 
h. retribusi pesangrahan dan tempat penginapan; 

( 1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan a tau 
1 ., ., 

..,.....,.,_ ·  ~ ..1..._ 1_ Daerah dengan 1 _..__ ..... cnoerucan remenn[an UlCH~Ullc:U\..i::Ul d.Ld.U 

memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara 

Pasal 2 

BAB II 
RETRIBUSI JASA USAHA 

18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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( 1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang lavak. 

Pasal 7 

Paragraf 3 
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur 

DanBesarnya Tarif Retribusi 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi clan lamanya 
pemakaian kekayaan daerah. 

Pasal 6 

Paragraf 2 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

( 1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi 
atau Bacian yang menggunakan atau rnenikmati pda.ya.:c.1a.T1 Jn~a. 
kekayaan daerah. 

(2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi 
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian kekayaan 
daerah. 

Pasal 5 

Objek retribusi adalahjasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang 
disediakan oleh pemerintah daerah meliputi: 
a. tanah; 
b. bangunan atau gedung; 
c. ruangan; 
d. kendaraan: atau 
e. alat Berat. 

Pasal 4 
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(1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi 
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat 
pelelangan. 

Pasal 11 

'"... • "" 4 • _._-w- •- _..,. T' ,..._TT._ .. ~ 1 •1 1 ..I - a1Ke101a men ..t:5U1Vll'l, ..t:5U1VllJ aan pinax swasta 

( 1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pelelangan oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau 

Pasal 10 

Dengan nama Retribusitempat pelelangan dipungut retribusi atas 
penyediaan fasilitas pelelangan. 

Pasal 9 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Bagian Ketlua 

Retribusi Tempat Pelelangan 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 8 

Paragraf 4 
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
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Struktur dan besamya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

Pasal 14 

Paragraf 4 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

( 1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan 
sP.r.::1r::1 Pfi~ien da_n berorientasi pada harga pasar. 

Pasal 13 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur 
dan Besarnya Tarif Retribusi 

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan 
jenis tempat pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan. 

Pasal 12 

Paragraf 2 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

(2) W ajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi 
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian tempat 
pelelangan. 
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Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan 
jenis terminal yang digunakan atau dimanfaatkan. 

Pasal 18 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

( 1) Subjek Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa terminal. 

(2) Wajib Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa terminal. 

Pasal 17 

Daerah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan 
penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas 
lainnya dilingkungan terminal. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal 16 

Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi atas penyediaan 
fasilitas terminal. 

Pasal 15 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Bagian Ketiga 
Retribusi Terminal 
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Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipungut Retribusi 
dengan nama Retribusi tempat khusus parkir. 

Pasal 21 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Bagian Keempat 
Retribusi Tempat Khusus Parkir 

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan 
dan jangka waktu pemakaian. 

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran 
yang berlaku di Daerah. 

(3) Struktur dan besarnya tarif dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
sebagai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 20 

Struktur dan Besarnya Taiif Ret1 ibusi 
Paragraf 4 

( 1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Pasal 19 

Paragraf 3 
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur 

danBesarnya Tarif Retribusi 
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( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktorfaktor 

kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan 

tern pat khusus parkir. 

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kawasan I; atau 

o. .l\.awasan u. 

Pasal 24 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

knusus parkir; 
(2) W ajib Retribusi tern pat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi, 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa tempat khusus 

parkir. 

(1) Subjek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa tempat 

Pasal 23 

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tempat 

khusus parkir yang disediakan dan dimiliki dan/ atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau 

r1,1o,.1n1~ ol~h Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal 22 

 11  



Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai 

pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan 

termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah 

di po tong. 

Pasal 27 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Bagian Kelima 

Retribusi Rumah Potong Hewan 

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal 26 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif 

rPtrihn~i didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntunzan yang 

la yak. 

(2) Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan pada perhitungan belanja operasional, biaya 

pemeliharaan, belanja modal dan jumlah tempat khusus parkir. 

Pasal 25 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan 

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 
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( 1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di rumah potong hewan milik 

pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan surat izin potong 

hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan surat izin 

potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

Pasal 30 

Pengaturan dan Lan~ngan 

Paragraf 2 

(1) Subjek Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa rumah 

potong hewan. 

(2) Wajib Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian rumah potong hewan. 

Pasal 29 

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong 

hewan yang meliputi : 

a. pemakaian kandang; 

b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong; 

c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan; dan 

n ~~m::i k::i_ian tempat pelayuan daging, 

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang 

disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMD, BUMN dan Pihak 

Swasta. 

Pasal 28 
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Fasilitas pengurusan rumah potong hewan, pemeriksaan hewan dan daging 
didalam wilayah rumah potong hewan dan rumah potong hewan milik 
swasta diatur oleh Bupati. 

Pasal 33 

( 1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiaptiap rumah potong hewan 
ditetapkan dalam radius 10 Km (sepuluh kilometer). 

(2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
memotong hewan selain di rumah potong hewan dimaksud. 

(~) Dikecualikan dari ayat (2\ adalah pemotongan hewan dalam halhal 
luar biasa. 

(4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan 
kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum 
maupun setelah dipotong. 

Pasal 32 

( 1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai surat 
keterangan pemilikan hewan. 

(2) Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan 
kesehatan oleh petugas. 

(3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling 
singkat 12 (dua belas] [am; 

(4) Setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat Islam. 
(5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan 

daging oleh petugas, termasuk daging dari luar Daerah. 
(5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di 

tempat pelayuan. 
lOJ Ketentuan 'ieoin ranjut mengenai tata cara pernerixsaan kc.:sc'ua.'uu1 

hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil pemotongan hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 31 
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(1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging 
adalah paling lama 1 [satu) 'hari. 

Pasal 37 

Paragraf 6 
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang 

',"!._~ Q+....,,lrt11r rh:in hP~~rn:y~ t~rif ni~olon.g,kAn berdasarkan ienis ~elayanan __ 

jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong. 
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimanatercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 36 

Paragraf 5 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

( 1} Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Pasal 35 

Paragraf 4 
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan 

Struktur dan Besarnya Tarif 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan 
dan jumlah hewan yang dipotong. 

Pasal 34 

Paragraf 3 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
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( 1) Subjek Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa 

Kepelabuhanan. 

(2) W ajib Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau 

Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan 

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa 

pelayanan kepelabuhanan. 

Pasal 40 

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa 

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan 

yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimilik 

dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal 39 

Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas 

penyediaan fasilitas kepelabuhanan. 

Pasal 38 

Paragraf 1 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Bagian Keenam 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
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Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Bagian Ketujuh 
Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 43 

Paragraf 4 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

( 1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Pasal42 

Paragraf 3 
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur 

danBesarnya Tarif Retribusi 

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan 
jenis pelayanan kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan. 

Pasal 41 

Paragraf 2 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
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Paragraf 3 
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan 
rekreasi dan tempat olah raga yang digunakan atau dimanfaatkan. 

Pasal 47 

Paragraf 2 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

( 1) Subyek Retribusi adalah orang a tau Badan yang menggunakan atau 
menikmati jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. 

Pasal 46 

dan pihak swasta. 
disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pernerintah, BU!liN, BTJ!liD 

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan 
olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) adalah pelayanan tern pat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang 

Pasal 45 

Dengan nama Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dipungut retribusi 
atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan 
dan/ atau di kelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 44 
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llJ Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pesangrahan dan ternpat 
penginapan oleh Pemerintah Daerah; 

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) adalah pesanggrahan dan tempat penginapan yang disediakan, 
dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak 
swasta. 

Pasal 51 

Dengan nama Retribusi tempat pesangrahan dan pengmapan, dipungut 
retribusi atas penyediaan fasilitas pesangrahan dan tempat penginapan. 

Pasal 50 

Paragraf 1 
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Bagian Kedelapan 
Retribusi Tempat Pesangrahan dan Penginapan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran ... yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

St.rukt.ur ua.n hesarnya tarif retribusi ternpat rekreasi dan ulat".tTaga 

Pasal 49 

Paragraf 4 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha yang dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Pasal 48 
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(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan; 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan; 

fq) n~1~m h al Wajib Retribusi tertentu tidak membavar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD; 

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
cncanunn aengan surat teguran; 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana dan tata cara 
pelaksanaanpemungutan Retribusi diatur dengan PeraturanBupati. 

Pasal 53 

Bagian Pertama 
Tata Cara Pemungutan 

BAB III 

(1) Subjek Retribusi pesangrahan dan tempat penginapan adalah orang 
pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 
pesangrahan dan tempat penginapan; 

(2) W ajib Retribusi pesangrahan dan tempat pengmapan adalah orang 
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundangundangan 
ch1n Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembavaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pesangrahan dan tempat 
pengmapan. 

Pasal 52 
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(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 
en oerucan tanda 'ouku pemoayaran; 

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan; 
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran 

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal 57 

( 1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD 
atau Dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara 
Khusus Penerima Dinas Paling lambat 1 x 24 jam. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemungutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)diaturdengan Peraturan Bupati. 

Pasal 56 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

Pasal 55 

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 54 

Bagian Kedua 
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang 
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\:.GJ Kepurusan Bupati atas keberatan senagairnana di:tnaksuu paui:t. ctyct.L 

(1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau 
menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan 
Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

Pasal 59 

adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan 
Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi 
dan pelaksanaan penagihan Retribusi 

\'TJ Keauaan <l.i 1u.a.t kekuasaannya seoagarmana diu1ak~fu.d pad.a aja.t \;,J 

(1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasanyang jelas. 
(3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

tanggal SKRDditerbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat 
Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya. 

Pasal 58 

Bagian Keempat 
Keberatan 
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( 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaiuwarsa setelan 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan 
tindak pidana dibidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan surat teguran; atau 

Pasal 62 

Bagian Ketujuh 
Kedaluarsa Penagihan 

(1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
Retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan 
kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,keringanan 
dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 61 

Bagian Keenam 
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, surat 
keputusan pembetulan, surat keberatan dan putusan banding yang 
tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat 
ditagih dengan surat paksa. 

(2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundangundangan yang berlaku. 

Pasal 60 

Bagian Kelima 
Tata Cara Penagihan 
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( 1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 

Pasal 64 

BAB IV 
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang 
Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang 
retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 63 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik 
langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menvatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengaajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 
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UlUCl l wc;wci1hl1g RYfu.Su."B sebagm Pc11y1il1k u."i/iXA'n. 'ii1..,}J.~\A~W£. 

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana 
dirnaksud dalam UndangUndang Hukurn Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pernerintah Daerah yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah: 

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pernerintah Daerah 

Pasal 66 

BAB VI 

PENYIDIKAN 

insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati 

( 1) Instansi yang rnelaksanakan pernungutan Retribusi dapat diberi 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pernberian insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan 
rnelalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Pasal 65 

BABV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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Republik Indonesia, Sesuai dengtan ketentuan yang diatur dalam 
Undangundang Hukum Acara pidana. 

menyampaikan hasil penyidikannya dimulainya penyidikan dan 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang 
dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

1. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

a. menenma, mencan, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 
jelas; 

b. meneliti, mencan, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
pcnyi'u:t.a.ii tcrlia.a.ap ba1rmn bukti teTseb'u.t·, 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 69 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi 
Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak 
diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih 
selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. 

Pasal 68 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

( 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar 

(2) Tindak pidana se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
Negara. 

Pasal 67 

BAB VII 
KETENTUAN PIDANA 
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TAHUN 2018 PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR ... 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 

NOMOR .D(h 

Diundangkan di Langara 
pada tanggal ·/'/ fJt<:/'Obe, 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENKONAWE KEPULAUAN, 

4.BAGIAN 
3. DINAS/BADAN/KANTOR 
2. AS IS TEN ADM. UMUM 

PAR AF 
1. SEKDA 

I JABATAN 

. 
BUPATI KONAWE KEPULAUAN, PARAF KOORDINASI 

 -··-··-----··--·-·- 

Ditetapkan di Langara 
pada tanggal, /<{ ~a}:;,fr 2018 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

KabupatenKonawe Kepulauan. 
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~ill:Hl~~esuai dengan aslinya 
BAGIAN HUKUM 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2018 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 

NOMOR.~G 

2018 

RULLAH H. 

Ditetapkan di Langara 
pada tanggal, /'( Cf<±tJ}Jer 2018 

BUPATI KO_b14WE KEPULAUAN, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

KabupatenKonawe Kepulauan. 
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Cukup Jelas 
Pasal 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Cukup Jelas 
Pasal 4 

i-asai l 

II. PASAL DEMI PASAL 

dan pelayanan kepada masyarakat. 
Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah 

Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa 
Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut 
dituangkan kedalam peraturan perundangundangan yang bersifat 
memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam UndangUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk 
memungut jenisjenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang 
diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenanzan 
tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 

menmgxatkan eiisiensi dan efoktivitas penyeienggaraan pc;1u.c;.1 ~T.i'i.aI".1ru.1 

I. UMUM. 
Dengan berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang merubah UndangUndang Nomor 
32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah 
Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR 7- TAHUN 2015 
TENT ANG 

RETRIBUSI JASA USAHA 



cu.KUp .reias 

Pasal 20 

Cukup Jelas 

Pasal 21 

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 17 

Cukup Jelas 

Pasal 18 

Cukup Jelas 

Pasal 19 

Criktrn .Ielas 

Cukup Jelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukup Jelas 

Pasal 14 

Cukup Jelas 

Pasal 15 

Cukup Jelas 

Pasal 16 

i-asar 11 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 

Pasal 39 

Cukup Jelas 

Pasal 40 

Cukupjelas 

Fasal 33 

Pasal 30 

Cukup Jelas 

Pasal 31 

Cukup Jelas 

Pasal 32 

Cukup Jelas 

Pasal 33 

Cukup Jelas 

Pasal 34 

Cukup Jelas 

Pasal 35 

Cukup Jelas 

Pasal 36 

Cukup Jelas 

Pasal 37 

Cukup Jelas 

.I"""\ __ 1 _   T _ 1   
vUKUJJ uCli::l~ 

Pasal 23 

Cukup Jelas 

Pasal 24 

Cukup Jelas 

Pasal 25 

Cukup Jelas 

Pasal 26 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Cukup Jelas 

Pasal 28 

Cukupjelas 

Pasal 29 
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Cukup Jelas 
Pasal57 

Cukup Jelas 
Pasal 58 

Cukup Jelas 

Pasal 48 
Cukup Jelas 

Pasal 49 
Cukup Jelas 

Pasal 50 
Cukup Jelas 

Pasal 51 
Cukup Jelas 

Pasal 52 
Cukup Jelas 

Pasal 53 
Cukup Jelas 

Pasal 54 
Cukup Jelas 

Pasal 55 
Cukup Jelas 

Pasal 56 

,...,_ 1 T 1 __ 
\;UKUp 0e1as 

Pasal 41 
Cukup Jelas 

Pasal 42 
Cukup Jelas 

Pasal 43 
Cukup Jelas 

Pasal 44 
Cukup Jelas 

Pasal 45 
Cukup Jelas 

Pasal 46 
Cukupjelas 

Pasal 47 
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BUPATI KONAWE KEPULATTAN 

 5  

JABATAN 

l")AC,AC a.rnncnltJA~I . ,._....,~ .. ,...,.. ...... , ........ , ,._. 

Pasal 66 

Cukup Jelas 

Pasal 67 

Cukup Jelas 

Pasal 68 

Cukup Jelas 

Pasal 69 

Cukup Jelas 

\;UKU p 0 eras 

Pasal 63 

Cukup Jelas 

Pasal 64 

Cukup Jelas 

Pasal 65 

C.u ku n .J elas 

Pasal 59 

Cukup Jelas 

Pasal 60 

Cukup Jelas 

Pasal 61 

Cukup Jelas 

Pasal 62 



BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

 5  

S A I N U L, SH., MM 
NIP. 19670401 199703 1 007 

Salin sesuai dengan aslinya 

Pasal 66 
Cukup Jelas 

Pasal 67 
Cukup Jelas 

Pasal 68 
Cukup Jelas 

Pasal 69 
Cukup Jelas 

T 1 

\..,UKUfJ t.JC:H:US 

Pasal 59 

Cukup Jelas 

Pasal 60 

Cukup Jelas 

Pasal 61 

Cukup Jelas 

Pasal 62 

Cukuo Jelas 

Pasal 63 

Cukup Jelas 

Pasal 64 

Cukup Jelas 

Pasal 65 



Jenis Alat / Sarana 
Besarnya Sewa 

No 
Per Jam (Rp) Pe Hari (Rp) 

A. Jenis Alat: 
1 Bulldoser Caterpillar D6G 500.000, 4. 000. 000,  
~ Wneii Loader Komatsu ..... ,..., .... """' ..... ,.....,...,..,.. """ 0, o.uuu.> 0. uvv. vvu , 

3 Motor Greader Komatsu 375.000, 3.000.000, 
4 Tyre  Roller 200.000, 1.600.000, 
5 Road Roller (Walls) 300.000, 2.400.000, 
6 Vibrator Roller Bomag 375.000, 3. 000. 000 , 
7 Vibro Mini - 500.000, 
8 Excavator Loader 375.000, 3.000.000, 
9 Beckhoe Loader 350.000, 3.800.000, 
10 Dump Truck -- 300.000, 
11 Tron ton  2. 000. 000 , 
12 Oenset : 

R. Kariasitas, 250 KVA 100.000~  .L 

b. Kapasitas 100 KVA 75.000, -- 

c. Kapasitas 50KVA 50.000,  
d. Kapasitas 30KVA 35.000,  
e. Kapasitas 20KVA 25.000,  
f. Kapasitas lOKVA 15.000,  

l~ Mobil Hidrolik 25.000,  

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 
DAERAH 

LAMPIRAN I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR ?- TAHUN 2018 
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 



4.BAGIAN 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

Bupati) / pedesan mili~ Pemda 

4_ Pernanfaatan z sewa mobil anzkutan (akan diatur dalam Peraturan 

dikuasai/ dimiliki/ dikelola pemerintah 
daerah. 

yang Bupati) 

jalan (akan diatur dalam Peraturan Infrastruktur 

tam bang 

3. Penggunaan 

Produksi 

Bupati) penggunaan usahausaha seperti stoc 

file hasil tambang mineral sirkus, 

show, road cross 

untuk (akan diatur dalam Peraturan 

2.000. 12. Sepeda Motor 

2. Pemakaian/ Pemanfaatan 

lokasi/ tanah/ ruang/ terbuka 

0.vvv, 
   · . - 
1 1 . lVHill tlUS 

10.000, 

12.000, 

20.000, 

11.000, 

15.000. 

10.000, 

20.000, 

50.000, 

30.000, 

5.000, 

1. Penggunaan infrastruktur Jalan di 

Pelabuhan Penyebrangan Wawonii: 

1. Bus Sedang 

2.Bus Besar 

3.Truck 10 Roda (Bermuatan) 

4. Truck 10 Roda (Kosong) 

S_ T'rt rok n Roda (Bermuatan] 

6.Truck 6 Roda (Kosong) 

7.Alat Berat 

8. Tronton (Bermuatan) 

9. Tron ton (Kosong) 

10. Jeef Sedang 

Tarif (Rp.) B. Jenis Sarana 

- 2 - 



670401 199703 1 007 
UL SH. MM 

uai dengan aslinya 
''"~~~ra' AGIAN HUKUM, 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

2.000. 

.::>.uuu, 

10.000, 

12.000, 

20.000, 

11.000, 

15.000. 

10.000, 

20.000, 

50.000, 

30.000, 

5.000, 

Bupati) 

::inolr••t,:,n (akan rli::itnr rl::ibm PPr::ih1r::in ~t!J.J_.n.__ I ,------ -- - 
_ Bupati] 

PPrnanf!:H:lhln I ~PUTA moh1l 

I pedesan mili~ Pemda 

daerah. 

12. Sepeda Motor 
2. Pemakaian/Pemanfaatan 

lokasi/ tanah/ ruang/ terbuka 

1 1 . M1n1 rsus 

s Tn 1rk- n Rorl::i (Berrrruatan] 

6. Truck 6 Roda (Ko song) 
7. Alat Berat 
8. Tronton (Bermuatan) 
9. Tron ton (Kosong) 
10. Jeef Sedang 

1. Penggunaan infrastruktur J alan di 
Pelabuhan Penyebrangan Wawonii: 
1. Bus Sedang 
2.Bus Besar 
3. Truck 10 Roda (Bermuatan) 
4. Truck 10 Roda (Ko song) 

penggunaan usahausaha seperti stoc 
file hasil tambang mineral sirkus, 
show, road cross 

3. Penggunaan Infrastruktur jalan (akan diatur dalam Peraturan 
Produksi tam bang yang Bupati) 
dikuasai/ dimiliki/ dikelola pemerintah 

untuk (akan diatur dalam Peraturan 

Tarif (Rp.) Jenis Sarana B. 

-2- 



c. JASA FASILITAS PPI 

Rp.20/kg  Kapal Motor < / = 20 GT 

 Kapal Motor > 20GT 

Rp. 10/kg 

Rp. 25/kg 

ADM.BONGKAR MUAT KAPAL 

1 Jasa pembuatan SKPI(surat 

keterangan pendaratan ikan) 

 Kapal Motor < / = 20GT 

 Kapal Motor > 20GT 

2 jasa Pembuatan 

SHTI(Sertifikat Hasil 

Tangkapanlkan) Rp. 15/kg 

KELENGKAPAN B. JASA 

Sekali 

Lab uh 

Rp. 4.000 /kapal/ etmal 

Rp.8.000 /kapal/ etmal 

Rp. 12.000/kapal/etmal 

Rp. 15.000/kapal/etmal 

Rp. 25.000/kapal/etmal 

 Kapal Motor 15 GT 

 Kapal Motor 610 GT 

 Kapal Motor 1120 GT 

 Kapal Motor 2130 GT 

 Kapal Motor > 30 GT 

A. JASA TAMBAT LABUH 

PERAHU/KAPAL MOTOR DI PPI 

1 Perahu tanpa Motor Rp. 1.000/kapal/etmal 

2Perahu Motor tempel/Kapal Rp. 2.000/kapal/etmal 

Motor 

3 2 1 

KETERAN 

GAN 
BESAR TARIF (Rp) URAIAN NO. 

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI 

TEMPAT KHUSUS PARKIR 

LAMPIRAN II 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR ';, TAHUN 2018 

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 



I I 

sejerusnya 
 Pemanfaatan lahan/tanah 

untuk tern pat penampungan Rp.2000 / mter 

untuk umum hari 

 Pemanfaatan lahan/tanah 

untuk tempat Rp.300/mter 

Penampunagan persegi/ hari 

ikan/wearung/kantin dan 

 Bangunan permanen yang 

digunakan sebagai tempat Rp. 500/mter 

atau kantor kelompok persegi/hari 

nelayan/kantin 

bengkel/ kedai dan sejenisnya 

 Bangunan permanen yang 

digunakan sebagai tempat RP. 500/mter 

dalam diatur Akan 

 Kapasitas > 500 Kg 

5 Sewa Cold Storage 

6 Pabrik es dan tern pat 

penyimpanan es dan 

bangunannya 

7 sewa ice crusher 

8 Sewa Bangunan 

Rp.40.000 /bh/bulan 

Rp. 60.000/bh/bulan 

Rp.80.000 /bh/bulan 

 Kapasitas < 100 Kg 

 Kapasitas 100  500 Kg 

Rp.2000/bh/hari 3 Sewa gero bak 

 .  . cnsepaxau 

kontrak 

yang 

2o/o 

3°10 

1. jasa tempat pelelangan ikan 

5°10 dari harga nilai transaksi 

yang dilelang dibebankan 

kepada: 

 Nelayan 

 Pedagang pengumpul 

dan sejenisnya 

 Bangunan/balai pertemuan 

nelayan yang digunakan Rp. 100.000  500.000/ Sesuai 

Peraturan 'nupau 

-2- 



Rp.500 / sekali/ masuk 
Rp.2000 / skali/ masuk 
Rp.4000 / skali/ masuk 
Rp.6000 / skali/ masuk 
Rp.8. 000 / skali/ masuk 
80% / perbulan 

d. PAS MASUK PANGKALAN IKAN 

DARATAN IKAN/ JASA PABRIK 
1 Kendaraan Roda Dua 
2 Kendaraan Roda Empat 
3 Kendaraan roda enam ke atas 
4 kendaraan Mobil kontainer 
5 Bagi yang Menggunakan pas 

layanan/langganan 

Dibayar 
atas jasa 
pemeriksa 
an mutu 

Rp. 7000/meter kubik 
"'akan oitmjau Kerri'rnit1 

8 Air bersih 

7 jasa pelayanan pemeriksaan Rp. 100/kg 
mutu 

Rp. 2.000/orang 
Rp. 1.000/orang 

Bahan Bakar Minyak prsegi/hari 
(solar.minyak tanah, dan 
bensin) 

 MCK ditempatkan masmg- 

masmg: 

 Tempat buang air kecil 
 Buang air besar 

- 3 - 



2. ASISTEN ADM. UMUM 

JABATAN 
, 1. SEKDA 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, ·A PARAF KOORDINASI I 

NO. JENIS PENERIMAAN BESARNYA TARIF KETERANGAN 

1 2 3 4 

A. BBi 

Ukuran Benih 

1.3-5 cm Rp. 300/ekor (Hanya untuk 

2.5-7 cm RP. 500 / ekor percetakan 

3. 7-9 cm Rp. 1. 000 / ekor tambak 

4. 9-12 cm Rp. 1. 500 / ekor budidaya 

B. EXAVATOR LOADER Rp. 300.000/JAM masyarakat) 

B. RETRIBUSI BALAI BENIH IKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

- 4 - 



H.rRULLAH 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

NO. JENIS PENERIMAAN BESARNYA TARIF KETERANGAN 

1 2 3 4 

A. BBi 

Ukuran Benih 

1.3-5 cm Rp. 300 / ekor (Hanya untuk 
2.5-7 cm RP. 500 / ekor percetakan 
3. 7-9 cm Rp. 1.000/ekor tambak 
4. 9-12 cm Rp. 1.500/ekor budidaya 

B. EXAVATOR LOADER Rp. 300.000 / JAM masyarakat) 

B. RETRIBUSI BALA! BENIH IKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

-4- 



4.BAGIAN 

2. ASISTEN ADM. UMUM 
1. SEKDA 

JABATAN 
PARAF KOORDINASI 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

/ 

I - 
Rp 2.000 / Sekali Pemakaian 

I Rp 1.000 / Sekali Pemakaian 

Kamar Mandi/WC 
Buang Air Kecil 

4. Untuk Sarana Kebersihan 

Rp 4.000 /Bulan 

Rp 3.000 /Bulan 

Kios/M2 

Los/M2 

D- i='. AAA /T:>--1-- 
np v.VVV/ .l..11.UCU.J. 

,,..._1 __ /JI.if') 
J. v.n..v I ... ._- 

Rp 6.000 /Bulan Ruko/M2 

Untuk Pemakaian Sewa Tempat Tanah 
Diwilayah Terminal 3. 

Daya Angkut Diatas 7.000 Kg 

Rp 4. 000 / Setiap Kali Lewat 

Rp 5. 000 / Setiap Kali Lewat 

Rp 2. 000 / Setiap Kali Lewat Daya Angkut 2.750 Kg 

Daya Angkut 5.000 s/d 7.000 Kg 

2. Mobil Angkutan Barang : 

I I 
NO JENIS PENERIMAAN BESARNYA TARIF (Rp) 

1. Mobil Angkutan Umum : 

Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi Rp 4.000/Hari 

Mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi Rp 5.000/Hari 

Mobil Angkutan Pedesaan Rp 2.000/Hari 

Mobil Angkutan Kota (Oplet) Rp 2.000/hari 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL 

LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR f> TAHUN 2018 

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 



../ 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

Rp 2 .000 / Sekali Pemakaian 

I Rp 1.000 / Sekali Pemakaian 

Rp 4.000/Bulan 

Rp 3.000 /Bulan 

Rp 6.000 /Bulan 

I - 
Kamar Mandi/WC 
Buang Air Kecil 

4. Untuk Sarana Kebersihan 

Kios/M2 

Los/M2 

Ruko/M2 

Untuk Pemakaian Sewa Tempat Tanah 
Diwilayah Terminal 3. 

Rp 5.000/Setiap Kali Lewat 

Rp 4.000 / Setiap Kali Lewat 

Rp 2. 000 / Setiap Kali Lewat 

BESARNYA TARIF (Rp) 

Daya Angkut Diatas 7 .000 Kg 

Daya Angkut 5.000 s/d 7.000 Kg 

Daya Angkut 2.750 Kg 

2. Mobil Angkutan Barang : 

NO JENIS PENERIMAAN 

1. Mobil Angkutan Umum : 

Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi Rp 4.000/Hari 

Mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi Rp 5.000/Hari 

Mobil Angkutan Pedesaan Rp 2.000/Hari 

Mobil Angkutan Kota (Oplet) Rp 2.000/hari 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL 

I 

LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR '7- TAHUN 2018 

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 



Rp. 2000./ sekali parkir 
Rp. 3.000, / sekali parkir 
Rp. 5.000, / sekali parkir 
Rp. 1.000, / sekali parkir 

d. Parkir Khusus di Pelelangan Ikan : 
1. Sedan, Jeep, Pick up dan sejenisnya 
2. Bus, Truck 
3. Truck Gandengan atau sejenisnya 
4. Sepeda Motor 

c. Parkir Khusus di Rumah Sakit : ' 

• Tidak Bermalam : 
1. Sepeda Motor Rp. 1.000, 
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis Rp. 3.000, 

• Bermalam 
1. Sepeda Motor Rp. 2.000, 
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis Rp. 5.000, 

b. Parkir khusus di Pasar: 
1. Sepeda Motor Rp. 2.000, 
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis Rp. 3.000, 
3. Bus, Truck 6 Roda Rp. 10.000, 
4. Truck 10 Roda dan Sejenisnya Rp. 15.000, 

ditetapkan sebagai berikut: 

1. Sepeda Motor Rp. 2.000, 
2. Sedan,Jeep,Minibus,dan Sejenisnya Rp. 4.000, 
3. Bus, Truck Sedang Rp. 10.000, 
4. Truck Besar Rp. 14.000, 
5. Truck Roda 10 Rp. 50.000, 
6. Alat Berat Roda Besi dan Roda Karet Rp. 75.000, 

a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang 

disediakan, dimiliki dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah 

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 
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BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

Rp. 2.000, / sekali parkir 
Rp. 1.000, / sekali parkir 

 2  

4.BAGIAN 
3. DINAS/SADAN/KANT 
2. AS IS TEN ADM. UMUM 
,. SEK DA 

PAR AF JABATAN 
PARAF KOORDINASI 

· 

5. Dokar 

6. Becak dan Sepeda 



BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

Rp. 2.000, / sekali parkir 
Rp. 1.000, / sekali parkir 

- 2 - 

~~~' /. N U L SH. MM 
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5. Dokar 

6. Becak dan Sepeda 



1. SEKDA 
JABATAN 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, . 
PARAF KOORDINASI 

Rp. 50.000, / Ekor 

Rp. 25.000, / Ekor 

Rp. 2.000, / Ekor 

 Sapi, Kerbau dan Kuda 

 Kambing, Domba dan Babi 
 Unggas 

b. Besarnya Tarif Retribusi diluar Rumah Potong Hewan untuk 
kepentingan Hajat (Pemeriksaan kesehatan Hewan) adalah: 

a. Besarnya Tarif Retribusi di Rum.ah Potong Hewan adalah : 

 Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 75.000, / Ekor 
 Kambing, Domba dan Babi Rp. 50.000, / Ekor 

 Unggas Rp. 2.000, / Ekor 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

..A 

NOMOR r TAHUN 2018 
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

LAMPIRAN V 
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. 
BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

b. Besarnya Tarif Retribusi diluar Rumah Potong Hewan untuk 
kepentingan Hajat (Pemeriksaan kesehatan Hewan) adalah: 
 Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 50.000, / Ekor 

 Kambing, Domba dan Babi Rp. 25.000, / Ekor 

 Unggas Rp. 2.000, / Ekor 

75.000, / Ekor 
50.000, / Ekor 

2.000, / Ekor 

 Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 
 Kambing, Domba dan Babi Rp. 

 Unggas Rp. 

a. Besarnya Tarif Retribusi di Rumah Potong Hewan adalah : 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

LAMPIRAN V 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 
,_J 
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Rp. 2.000, 
Rp. 4.000, 

Rp.5000 / lx Tambat 

Rp.2000 / lx Tambat 
Rp.3000 / lx Tambat 

Rp. 5.000 / Ton 
Rp. 50.000 / 7 hari 
Rp. 50.000 / 7 hari 

US$ 50 / hari 
Rp. 10.000 / hari 

Rp. 10.000 / hari 
US$ 50 / hari 

Rp. 500 / Ton 

 Pass Masuk Pelabuhan 
• Sepeda Motor 
• Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenisnya 

denda 

• Berbendera Asing 

Rakyat I PELRA 
 Kegiatan Bongkar muat di dermaga 
 Kegiatan Tambat Kapal di dermaga : 

• Berbendera Indonesia 

Besaran Tarif Jasa Usaha di Pelabuhan 

 Kegiatan Labuh Jangkar di area 
Pelabuhan Rakyat: 

• Berbendera Indonesia 
• Berbendera Asing 

 Bagi Kapal Layar Motor (KLM), Kapal 
Ikan dan Sejenisnya, dikenakan biaya 
retribusi masingmasing: 

• Jasa Tambat 
• Jasa Labuh 
• Jasa bongkar muat 

 Kh11s11s R~gi Kapal GT 01 s/d GT 07 di 
kenakan biaya tambat sebagai berikut: 

• GTOl s/dGT02 

• GT 03 s/d GT 04 
• GT 05 s/ d GT 07 

 Apabila Lebih dari 7 {tujuh) hari 
bertambat/labuh akan dikenakan 5 o/o 

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN. 

LAMPIRAN VI : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 
,,_, 

NOMOR f- TAHUN 2018 
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 



4.BAGIAN 
3. DINAS/BA 

1. SEKDA 

· .. , BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 
PARAF KOORDINAS_I ! 41 
JABATAN P.A. 

• Orang 

Rp. 5.000, 

Rp. 6.000, 

Rp. 8.000, 

Rp. 1.000, 

• Bus truk sedang 

• Truk besar 

• Truk 10 roda 
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H. MRULLAH 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

ai dengan aslinya 
&:~AV IAN HUKUM, 

I 

Rp. 5.000, 

Rp. 6.000, 

I 
Rp. 8.000, 

 Rp. 1.000, 

- 2 - 

• Orang 

• Bus truk sedang 

• Truk besar 

• Truk 10 roda 


